
a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, W alikota 

bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tersebut, Walikota Kota Semarang telah menetapkan 

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan I penerapan Sistem Pengendalian 

Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang maka Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang perlu ditinjau kembali. 

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu 
diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah 

Kota Semarang. 

W ALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN W ALIKOTA SEMARANG NOMOR 24 TAHUN 2010 
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 'bO T~HU,t-t J.0 l I 

WALIKOTA SEMARANG 



1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Daerah Kota Besar Dalam Lingk:ungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta ; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera 

Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3079) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II 

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890) ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Mengingat 



(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat 

Daerah. 

(2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis 
penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pembina penyelenggaraan 

SPIP. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana 

dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota 

Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 24) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 24 TAHUN 2010 
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINT AH 
KOTA SEMARANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang 

Tahun 2007 Nomor 1 seri E); 

10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan 

Akutansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang 

Tahun 2009 Nomor 18); 

11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 

Nomor24); 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR ? D 

~ 
AKHMAT ZAENURI 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

2-0 l I 
Dundangkan di Semar~g 
Pada tanggal b O ~1J \) ~y 

H. SOEMARMO HS 

Ditetapkan di Semarang , 
Pada tanggal l olJJt1b~, 2--<l t I 

WALIKOTA SEMARANG 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 
(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah 

Kota Semarang 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kota 

Semarang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

\ . 


